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PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR       TAHUN 2009
TENTANG

RETRIBUSI LEGES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan daerah diwilayah kota bima;
b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggraan pemerintahan khususnya pelayanan administrasi dipandang perlu diadakan pungutan leges secara teratur tertip dan transparan atas pemberian jasa pelayan adminstrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang Retribusi leges.
Mengingat   
:
1. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4188);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang  Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 6).
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALIKOTA  BIMA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: 
PERATURAN    DAERAH    KOTA    BIMA  TENTANG      RETRIBUSI    LEGES 
BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.  
Daerah ialah Daerah Kota Bima.

b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah otonomi sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

c. Walikota adalah  Walikota Bima.

d. Wakil  Walikota adalah Wakil Walikota Bima.

e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima. 

f. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah badan pengelola keuangan dan asset daerah kota Bima
g. Retribusi Jasa usaha adalah  pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial .
h. Retribusi leges adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan administrasi daerah  
i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang –undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan administrasi daerah.
j. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pelayananan administrasi daerah.
k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat  keputusan  yang menentukan besarnya jumlah  retribusi terhutang. 
l. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa dan/atau denda.
m. 
Pegawasan Daerah adalah proses kegitan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
n.  Penyidikkan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik,untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti  itu membuat terang tindak  pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya 
BAB  II

 OBYEK, SUBYEK DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(1)  Dengan nama Retribusi leges dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan jasa administrasi .
(2)  
Obyek Retribusi adalah pemberian pelayanan jasa administrasi berupa pemberian rekomendasi, surat keterangan izin, naskah dinas, kutipan/turunan syarat keputusan, formulir, legalisasi dan sejenisnya.
Pasal 3

(1)
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan  administrasi .

(2)  
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan retribusi
BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI

                                                            Pasal 4

Retribusi leges digolongkan dalam retribusi jasa umum  

BAB  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
Pasal 5 

(1)    Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan      

(2)  
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah seperti      tercantum dalam pasal 7(2) peraturan daerah ini 


BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
                                                        Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi leges berdasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan 


Pasal 7

(1) Struktur tarif digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jumlah lembar naskah dinas yang dibutuhkan jenis naskah yang diperlukan dan tingkat pelayanannya;
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

	NO
	JENIS PELAYANAN 
	SATUAN 
	TARIF

	1
	Pemberian surat rekomendasi 
	
	Rp. 10.000,-

	2
	Penomoran keputusan, instruksi
	
	Rp. 10.000,-

	3
	Turunan /kutipan keputusan
	
	  Rp. 5.000,-

	4
	Pemberian Surat keterangan
	
	  Rp. 3. 500,-

	5
	Pemberian izin 
	
	Rp. 15.000,-

	6
	Pemberian formulir 
	Lembar
	  Rp. 150,-

	7
	Pengesahan dokumen
	
	  Rp. 5.000,-

	8
	Pengeluaran naskah beserta syarat-syaratnya
	Lembar
	  Rp. 5.000,-

	9
	Pemberian/pengeluaran pas angkutan
	Lembar
	  Rp. 1.500,-

	10
	Lembaran daerah ditetapkan Sebagai berikut :

· untuk 1 Tahun (Cetakan)

· Untuk setiap nomor lepas
	Lembar

Lembar
	  Rp. 200,-

  Rp. 150,-

	11
	Buku-Buku yang menyangkut APBD

- Cetak Stensilan

- Cetak (Cetak Komputer)
	Lembar

Lembar
	  Rp. 100,-

  Rp. 200,-

	12


	Buku Laporan dari pemerintah daerah ditetapkan sebagai berikut:

- Cetak stensilan

- Cetak (Cetak Komputer)
	Lembar

Lembar
	  Rp. 100,-

  Rp. 200,-

	13
	Risalah Sidang (tahunan ) DPRD:

· Cetak Stensilan

· Cetak (Cetak Komputer)
	Lembar

Lembar
	  Rp. 100,-

  Rp. 200,-

	14
	Daftar sidang/acara-acara rapat terbuka DPRD :
· Cetak Stensilan

· Cetakan (Cetakan Computer)
	Lembar
Lembar
	  Rp. 100,-
  Rp. 200

	
	Perhubungan Darat
	
	

	16
	Izin insidentil
	
	   Rp. 100.000,-

	
	Rekomendasi Izin trayek AKAP/AKPD
	
	Rp. 50.000,-

	
	Rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata dan sewa
	
	Rp. 25.000,-

	
	Surat keterangan angkutan alat berat
	
	  Rp.50.000,-

	
	Surat keterangan pemeriksaan karoseri kendaraan bermotor
	
	

	
	Angkutan Laut
	
	

	
	Izin perusahaan pelayaran nusantara (cabang)
	
	Rp. 50.000,-

	
	Izin perusahaan pelayaran  (cabang)
	
	Rp. 30.000.-

	
	Surat tanda pendaftaran perusahaan pelayaran nusantara dan pelayaran rakyat
	
	

	
	Penunjang angkutan laut
	
	

	
	Izin usaha perusahaan bongkar muat (pusat/cabang 
	
	Rp. 25.000,-

	
	Izin perusahaan AMKLJ/JPT(pusat Cabang)
	
	Rp. 25.000,-

	
	Izin perusahaan persediaan alat angkutan laut/penunjangan angkutan laut
	
	Rp. 20.000,-

	
	Pos dan telekomunikasi 
	
	

	
	Izin amatir radio (diperpanjang setap tahun)
	
	  Rp. 17.500,-

	
	Izin komunikasi radio antar penduduk 
	
	Rp. 27.600,-

	
	Rekomendasi izin jasa titipan
	
	Rp. 50.000,-

	
	rekomendasi Izin frekwensi
	
	Rp. 50.000,-

	
	Rekomendasi izin Televisi swasta
	
	Rp. 50.000,-

	
	Rekomendasi Radio siaran Non pemerintahan
	
	Rp. 30.000,-

	
	Rekomendasi izin Pendirian tower pemancar radio
	
	 Rp. 100.000,-

	
	Rekomendasi izin Pendirian tower pemancar TV Swasta
	
	 Rp 500.000,-

	
	Rekomendasi izin Pendirian tower pemancar BTS
	
	 Rp. 250.000,-

	
	Izin insidentil frekwensi
	
	Rp. 50.000,-

	
	Izin TV sistem distribusi (TV Kabel)
	
	Rp. 150.000

	
	Rekomendasi izin RNSP
	
	Rp. 50.000,-

	
	Rekomendasi izin usaha wartel
	
	Rp. 10.000,-

	
	Rekomendasi izin IKR/G
	
	Rp. 50.000,-

	
	Rekomendasi Undian 
	
	 Rp. 100.000,-

	
	Surat izin pengambilan air (SIPA) jangka waktu (1 tahun) 
	
	 Rp. 100.000,-

	
	Surat izin pengeboran eksplorasi air tanah
	
	 Rp. 100.000,-

	
	Surat izin pengeboran eksploitasi air tanah
	
	 Rp. 150.000,-

	
	Rekomendasi izin pengambilan air tanah
	
	 Rp. 100.000,-

	
	Rekomendasi izin pengusahaan air tanah
	
	 Rp. 100.000,-

	
	Izin usaha pertambangan umum
	
	 Rp. 150.000,-

	
	Retribusi jasa pemberian izin eksplorasi air bawah tanah ( IEBT)
	
	 Rp. 150.000,-

	
	Surat izin juru bor (JUBOR)
	
	 Rp. 100.000,-

	
	Surat izin pendirian agen minyak tanah (SIPAM):

a. Klasifikasi A1 (3 Tahun)

b. Klasifikasi A2 (3 Tahun) 

c. Kalasifikasi A3 (3 Tahun)
	
	 Rp. 500.000,-

 Rp. 375.000,-

 Rp. 250.000,-

	
	Surat izin pendirian Stasiun pengisian bahan  bakar umum (SIP SPBU)

a. Klasifikasi A1 (3 Tahun)

b. Klasifikasi A2 (3 Tahun) 

c.   Kalasifikasi A3 (3 Tahun
	
	 Rp. 375.000,-    Rp. 250.000,-    Rp. 150.000,-

	
	Surat izin pendirian KUD Bidang Migas (SIP PSPD) :

a. Klasifikasi A1 (3 Tahun)

b. Klasifikasi A2 (3 Tahun) 

c.   Kalasifikasi A3 (3 Tahun
	
	Rp. 375.000,-   Rp. 250.000,- Rp. 150.000,-

	
	Surat izin pendirian KUD  Perusahaan Agen Gas (SIPAGA) :

a. Klasifikasi A2 (3 Tahun)

 b.  Klasifikasi A3 (3 Tahun) 
	
	Rp. 250.000,-Rp. 150.000,-

	
	Surat izin pendirian Pangkalan minyak tanah (SIP PMT) :

a. Klasifikasi B1 (3 Tahun)

b. Klasifikasi B2 (3 Tahun)
c.   Klasifikasi B3 (3 Tahun)
	
	Rp. 375.000,- Rp. 250.000,-Rp. 150.000,-

	
	Surat izin Perusahaan pengakutan/transportasi (SIP BBM) :

a. Klasifikasi C1 (3 Tahun)

b. Klasifikasi C2 (3 Tahun)

c.   Klasifikasi C3 (3 Tahun)
	
	Rp. 500.000,-

Rp. 375.000,-

Rp. 250.000,-

	
	Surat izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas (SIP PB) (3 tahun)
	
	 Rp. 75.000,-

	
	Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor MIGAS (3 tahun)
	
	 Rp.500.000

	
	Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak dibidang birokrasi, konstruksi , manufaktur ,konsultan dan teknologi tinggi (3 tahun)
	
	Rp. 250.000,- 


	
	Retribusi surat pengesahan instalatie:
a. klasifikasi/golongan A (3 tahun)

b. klasifikasi/golongan B (3 tahun)

c. klasifikasi/golongan C (3 tahun)

d.   klasifikasi/golongan D (3 tahun)
	
	 Rp. 120.000,-
 Rp. 100.000,-

Rp.  75.000,-

  Rp. 62.000,-

	
	Retribusi surat izin kerja (SIKA):

a.  klasifikasi/golongan A (3 tahun)

b.  klasifikasi/golongan B (3 tahun)

c.  klasifikasi/golongan C (3 tahun)

d.  klasifikasi/golongan D (3 tahun)
	
	 Rp. 100.000,-

  Rp. 87.000,-

  Rp. 75.000,-

  Rp. 62.000,-

	
	Surat izin penanggung jawab teknik/tenaga kerja (SPJT):  
a. golongan I (3 tahun) 

b. golongan II (3 tahun)

c. golongan III (3 tahun

d. golongan IV (3 tahun)
	
	  Rp.75.000,-

  Rp.62.000,-
  Rp.50.000,-

  Rp.37.000,-

	
	Retribusi izin pertambangan daerah eksplorasi (SIPD-ER) (1 tahun)
	
	  Rp.50.000,-

	
	Retribusi surat izin pertambangan daerah pengolahan pemurnian (SIPD-M) (1 tahum)
	
	  Rp.50.000,-

	
	Retribusi surat izin pertambangan daerah eksploitasi (SIPD-M) (3 tahun)
	
	 Rp.100.000,-

	
	Retribusi surat izin pertambangan daerah pemanfaatan (SIPD-PF)(3 tahun)
	
	  Rp.75.000,-

	
	Rekomendasi pemanfaatan air permukaan untuk hal yang bersifat komersial 
	
	  Rp.100,-

	
	Surat izin pengeluaran ternak:
a. ternak besar 

b. ternak kecil

      c.  c.   ayam 
	
	   Rp. 1.000,-

   Rp. 500,-

   Rp. 250,-

	
	Surat izin pengeluaran bahan asal ternak  
	
	 Rp. 15.000,-

	
	Surat rekomendasi izin 
	
	 Rp. 15.000,-

	
	Rekomendasi usaha peternakan 
	
	 Rp. 20.000,-

	
	Surat izin usaha perikanan 
	
	 Rp. 15.000,-

	
	Surat izin penangkapan ikan 10 GTs/dGT
	
	Rp. 20.000,-

	
	Rekomendasi usaha penangkapan dengan kapal diatas 30 GT 
	
	Rp. 10.000,-

	
	Rekomendasi untuk eksport perikanan 
	
	Rp. 20.000,-

	
	Surat izin usaha perikanan  dengan investasi 
	
	  Rp. 5.000,-

	
	Surat izin usaha perikanan  non investasi 
	
	  Rp. 1.000,-

	
	Rekomendasi usaha perikanan 
	
	  Rp. 1.000,-

	
	Surat keterangan  pengiriman hasil perikanan               ( SKPHP)
	
	  Rp. 1.000,-


BAB  VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi leges dipungut di wilayah daerah Kota Bima

                                                             BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

                                                            Pasal 9

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan 

(2) Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan 

BAB VIII

PENDAFTARAN

Pasal 10

(1) Subyek atau wajib retribusi wajib mengisi SPDORD 

(2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh subyek/wajib retribusi atau kuasanya 

(3) Setelah SPDORD di isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, harus dikembalikan kepada instansi pengelola

(4) Bentuk dan SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh walikota .

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dalam pasal 10 peraturan daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan 

(2) Apabila subyek/wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan (3) peraturan daerah ini, maka retribusi ditetapkan secara jabatan (Oficial Assisment)

(3) Bentuk dari isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan akan ditetapkan oleh walikota .

BAB X 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan; 
(2) Retribusi dipungut pada saat pelayanan berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(3) Retribusi dipungut oleh bendahara khusus penerima yang diangkat oleh Walikota

(4) Kepada instansi pengelola diberikan insentif / uang perangsang sebesar 5% (lima perseratus) dari jumlah pungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMABAYARA DAN PENYETORAN

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui bendahara khusus penerima setelah diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/ lunas;
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi berupa denda 2% (dua perseratus) setiap bulan keterlambatan;

(4) Bendaharawan khusus penerima dengan, menggunakan surat setoran retribusi daerah wajib menyetorkan uang hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah paling lama 24 jam kecuali ditentukan lain oleh walikota;

(5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti penerimaan;

(6) Bentuk dan isi SSRD dan tanda bukti penerimaan ditetapkan oleh walikota.

BAB XII

PENGURANGAN/KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Pengurangan/keringanan dan pembebasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

(3)
Tata cara dan syarat pemberian dan pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh walikota.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan administrasi pungutan retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas pendapatan daerah;

(2) Pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan retribusi secara teknis dilaksanakan oleh instansi pengelola.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi; 

d. meminta keterangan dan barang bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah diancam dengan kurungan paling lama 6 (enam ) bulan atau denda 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 18

Petugas dan atau aparat yang menyalahgunakan  pungutan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Hal –hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agas setiap orang dapat megetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota bima.

Ditetapkan di Raba-Bima.

pada tanggal :                       2009

WALIKOTA BIMA,

M. NUR A. LATIF

Diundangkan di Raba-Bima.

pada tanggal :                       2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MARYONO NASIMAN
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2009 NOMOR .........
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